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ABSTRAK

a Prasetiani (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit
Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan
Anaak (UPT PPA)Kota Pekanbaru Berdasarkan
Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

NIN I W e@'ﬁ-w NeH @

o Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran
hgk asasi manusia dan tindak pidana yang berdampak multidimensi terhadap
perempuan sebagai kelompok rentan. Negara telah merespons persoalan ini
d&ngan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
P@\ghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menegaskan
bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, psikologis, sosial, dan
ekonomi. Namun dalam implementasinya, perlindungan tersebut belum
sepenuhnya terwujud secara optimal di berbagai daerah, termasuk Kota
Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris
dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode teknik pengumpulan
data melalui wawancara dengan pihak UPT PPA Kota Pekanbaru. Adapun lokasi
penelitian yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuana Dan Anak
(UPT PPA) JI. Durian NO. 74 Sukajadi, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA telah memberikan beberapa
bgﬁtuk perlindungan seperti layanan pengaduan, konseling, pendampingan
hgkum, dan rujukan ke rumah aman. Namun, pelaksanaannya sering kali terbentur
berbagai kendala, antara lain minimnya tenaga profesional seperti psikolog dan
pendamping hukum, tidak tersedianya rumah aman permanen, serta koordinasi
y@g lemah antar instansi terkait (kepolisian, Dinas Sosial, dan Kejaksaan). Selain
itd, masih tingginya budaya patriarki dan stigma terhadap korban membuat
sebagian besar perempuan enggan melapor atau mencabut laporan sebelum proses
h@kum selesai. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum oleh
UPT PPA Kota Pekanbaru belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip yang
diatur dalam UU PKDRT, yaitu keadilan, keberpihakan kepada korban, dan
ﬁényedlaan layanan yang terpadu. Padahal, sesuai mandat undang-undang, negara
melalui institusi pelaksana seharusnya mampu menjamin pemulihan korban secara
n@nyeluruh bukan sekadar prosedural.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perempuan

neny wisey jreig
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= KATA PENGANTAR
-~
@)
®
5

A_y._salamua “alaikum warahmatullahi wabarakatuh
=

=
ESegaIa puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha

Efé’a, atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
w

sgipsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai
A

Kerban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
(=

Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang
No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”
Skripsi ini dibuat sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum di Program Studi IImu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas

Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

9p]
o Dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan
(¢
bihyak dukungan, baik dalam bentuk pengajaran, bimbingan, maupun arahan dari

po¥]
bErbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu,

pg_wulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya
<
kgipada:

.~

e
12Untuk kedua orang tua terkasih, Ayahanda Jali dan lbunda Mas’amah yang
wn

=
;J':dengan sepenuh hati serta usaha yang tak kenal lelah. telah membesarkan,

=
@mendidik, dan memberikan dukungan baik secara materi maupun moral. Doa,
j+¥]

5 . . . . . s
==motivasi, serta semangat yang mereka berikan senantiasa menjadi dorongan

Nery wisey|



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

©

gbagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, tak lupa terima kasih
-

©penulis sampaikan kepada Indah Sari kakak saya, yang selalu memberikan
@)

©motivasi dan kebahagiaan serta dukungangan yang tak ternilai. Kehadiran
=

—kalian adalah sumber kekuatan yang luar biasa bagi saya.
=

ZEUcapan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si,
Z

(C”AK, CA selaku Rektor , serta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan
%kesempatan berharga untuk penulis untuk melanjutkan pendidikan di
§Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3§.: Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
serta Wakil Dekan 1, Il, dan Ill, yang telah memberikan izin penelitian dan
memfasilitasi kelancaran proses penelitian ini. Penulis menyampaikan rasa
terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan tersebut.

4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H., selaku Ketua Program

Studi llmu Hukum, serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H., selaku

12TS

-

o Sekretaris Program Studi IImu Hukum.

ST

5% Kepada Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H., selaku Pembimbing | skripsi,

Tur

Eyang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu serta

u

E'pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

ISI

~Penulis mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan arahannya.

0 A

6."Kepada Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Il skripsi,

ns

~ryang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga kepada

G ue

«penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis

ie

engucapkan terima kasih atas segala dukungan dan ilmunya.

nery mgsn)]%
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©
7£Kepada Bapak Basir, S.HI., M.H selaku penasehat akademik yang memberikan

=

©nasehat dalam masa perkuliahan, terima kasih atas banyak kemudahan yang
@)

gbapak berikan ke penulis.
=

8=Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua dosen, baik bapak maupun
=

Eibu, serta seluruh staf akademik yang telah memberikan dukungan dan
Z

(Cf’motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
w
9% Saya ingin menyampaikan terima kasih terhadap teman-teman saya Mitha

py
o Marchella, Rosita, Wena Anisa dan Zulma Yunita yang telah memberikan

(=
semangat dalam menyelesaikan skripsi saya.

Semoga segala kebaikan dan kerjasama dari semua pihak yang telah membantu
penulis dijadikan Amal Jariyah dan dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa
mendapatkan rahmat, hidayah dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Semoga
skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Admiin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 05 Mei 2025
Penulis,

RITA PRASETIANI
NIM.12120724239
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.' Ketentuan ini menegaskan bahwa
hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap aspek kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, termasuk dalam hal menjamin rasa aman setiap
warga negara dari berbagai bentuk kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan
yang paling nyata dan merusak adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga
(KDRT fisik). Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang langsung
mengakibatkan penderitaan tubuh pada korban, mulai dari pemukulan,
penamparan, penendangan, penyiksaan, hingga penganiayaan berat yang
dapat menyebabkan luka permanen atau bahkan kematian. Negara memiliki
kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum bagi para korban agar
mereka tidak terus hidup dalam ketakutan dan penderitaan.?

Kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia masih menjadi
fenomena yang memperihatinkan. Budaya patriarki yang masih kuat
menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dalam relasi suami
istri, dan hal ini sering dijadikan justifikasi oleh pelaku untuk melakukan
kekerasan. Dalam masyarakat, rumah tangga kerap dianggap sebagai wilayah

privat yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar, termasuk aparat penegak

£eY] Jijedg uejIng jo AJISIaATU) dTWR]S] 3}e}§
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! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2 Yira Dianti, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Negara,”
ewandte Chemie International Edition, 6(11), 951-952., no. November (2017): 5-24.
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hukum. Konsepsi ini menjadikan korban KDRT fisik mengalami kesulitan
untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Ketakutan, rasa malu, tekanan
sosial, serta ketergantungan ekonomi kepada pelaku membuat korban
memilih untuk diam. Dalam situasi seperti ini, negara harus hadir tidak hanya
dalam bentuk norma hukum tertulis, tetapi juga dalam bentuk sistem
perlindungan yang nyata dan operasional.

Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa hubungan suami istri harus
didasarkan pada prinsip saling menghormati, mencintai, dan membantu.
Namun dalam praktiknya, banyak keluarga terutama keluarga baru yang
mengalami konflik dan berujung pada tindakan kekerasan karena ketidak
siapan mental, ekonomi, serta pengaruh budaya patriarkal.

Oleh sebab itu, peran negara tidak hanya terbatas pada penegakan hukum,
tetapi juga mencakup pemberdayaan korban dan penyediaan sistem
perlindungan yang efektif dan menyeluruh. Keluarga merupakan unit dasar
masyarakat dan berperan penting dalam membentuk generasi yang
berkualitas. Keluarga baru yang dibentuk melalui pernikahan diharapkan
menjadi wadah tumbuhnya kasih sayang, perlindungan, serta dukungan moral
dan emosional. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti UU
No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa hubungan suami

istri harus didasari oleh prinsip tolong-menolong, saling menghormati, dan

nerny wisey JjrreAg uejng jo A}JISIaATU() dDTUIR]S] 3}e1S

¥ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
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bertanggung jawab, namun dalam realitasnya, banyak keluarga baru
menghadapi persoalan yang dapat berujung pada kekerasan.*

Permasalahan dalam keluarga baru seringkali disebabkan oleh ketidak
siapan emosional, tekanan ekonomi, serta pengaruh budaya patriarki, dalam
banyak kasus, kekerasan terjadi di awal masa pernikahan ketika pasangan
belum cukup matang secara psikologis dan ekonomi. Korban, yang biasanya
adalah istri, kerap kali merasa kesulitan untuk melaporkan kekerasan karena

tekanan dari lingkungan atau ketergantungan pada pelaku.”

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu bentuk
kekerasan atau penganiayaan yang berakibatkan pada penderitaan fisik,
psikologis, seksual, dan penelantaran pada korban.® Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) bisa berupa pemukulan, ancaman, pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan baik terjadi di depan umum maupun dalam

kehidupan pribadi antara korban dan pelaku.”

ng|jo AJISIdATU) dDTUIR]S] d)B1S

* Yani Andriyani, Wasman Wasman, and Didi Sukardi, “Kekerasan Dalam Rumah
TaRgga Perspektif Hukum Pidana Islam, 11, no. 2 (2023): 175,
hits://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425.

w ® Ony Suryono and Ridwan Arifin, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dimensi Hukum
Ddn Keadilan Bagi Perempuan Di Indonesia,” Badamai Law Journal 7, no. 1 (2022): 62-77.

= ® S Ramadhan, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga” VII (2024), https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4276/.

~ 7 Kalyanamitra, Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (jakarta: Bejana

Pérempuan, 2021), h. 45,
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Tabel 1.1
Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPT-PPA

Pekanbaru Tahun 2022-2024

No Jenis kasus 2022 2023 2024

1 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga 40 31 27

(KDRT)

Sumber: UPT-PPA Kota Pekanbaru 2025

Data dari UPT PPA Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2022
tercatat 40 kasus KDRT, kemudian 31 kasus di tahun 2023, dan 27 kasus di
tahun 2024. Meskipun tampak adanya fluktuasi, data tersebut tetap
mengindikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, Kkhususnya
kekerasan fisik, masih terjadi secara konsisten setiap tahunnya. Salah satu
kasus yang cukup mencolok terjadi pada tahun 2024, di mana seorang ibu
rumah tangga mengalami luka serius akibat dianiaya suaminya karena
permasalahan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik bukan hanya
terjadi karena dorongan emosi sesaat, melainkan juga berkaitan dengan
persoalan struktural seperti ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga dan
lemahnya kontrol sosial terhadap pelaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga (PKDRT) hadir sebagai dasar hukum untuk

memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menjerat pelaku



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

kekerasan dengan sanksi pidana yang tegas.® Dalam undang-undang ini
disebutkan bahwa kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk KDRT yang
dapat ditindak secara hukum. Namun, implementasi undang-undang ini
belum sepenuhnya optimal. Banyak aparat penegak hukum yang masih
menganggap kasus KDRT sebagai persoalan internal rumah tangga. Korban
yang melapor pun kadang tidak mendapat perlakuan yang layak, bahkan
diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan sensitivitas
aparat dalam menangani kasus kekerasan fisik agar penegakan hukum dapat
berjalan efektif dan memberi efek jera kepada pelaku.

Penanganan kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan
hanya melalui pendekatan hukum semata. Diperlukan sinergi antara lembaga
penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat dalam membentuk
ekosistem yang melindungi korban. UPT PPA sebagai unit layanan teknis
pemerintah daerah memegang peran penting dalam memberikan perlindungan
melalui layanan medis, hukum, dan psikologis bagi korban kekerasan.
Namun, kapasitas UPT PPA sering kali terbatas, baik dari segi anggaran,
sumber daya manusia, maupun fasilitas rumah aman yang tidak memadai.
Oleh karena itu, komitmen negara harus ditingkatkan dalam menyediakan
anggaran, pelatihan, serta dukungan lintas sektor agar lembaga ini mampu
memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban KDRT fisik.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta hadirnya

Undang-undang No. 23 Tahun 2004, diharapkan kekerasan fisik dalam rumah

nery mygn)l JrieAg uej[ng jo AJISIdATU) dTWER[S] 3}B)§

® Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah
ga
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tangga tidak lagi dianggap sebagai persoalan pribadi semata, tetapi sebagai
bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Negara harus tegas dalam
menjamin perlindungan korban melalui proses hukum yang adil, pemberian
layanan rehabilitasi, serta penguatan kelembagaan yang bertugas menangani
KDRT. Perlindungan hukum yang diberikan harus bersifat menyeluruh dan
berkelanjutan agar para korban dapat pulih dan kembali menjalani hidup
secara bermartabat tanpa ketakutan terhadap kekerasan serupa di masa depan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menunjukan bahwa
pemerintah Indonesia menghendaki pelaku kekerasan itu diberi sanksi sesuai
dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat judul skripsi
“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknis
Perlindungan Perempuan Dan Anak ( UPT PPA) Kota Pekanbaru
Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga“.

Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan
dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan
permasalahan yang ada. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya
berfokus terhadap bagaimana bentuk perlindungan hukum perhadap

perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga,
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sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), di UPT PPA Kota

Pekanbaru.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis

mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban
kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan
Perempuan dan Anak ( UPT PPA) Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-
undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi unit pelaksanaan teknis perlindungan
perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan terhadap
perempuan korban KDRT?
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang di berikan unit
pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak terhadap
perempuan korban KDRT berdasarkan undang-undang Nomor 23
Tahun 2004 di kota pekanbaru.

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi unit pelaksanaan teknis
perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan

terhadap perempuan korban KDRT.
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TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori
1. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah
berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum
untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari
gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.’

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Perundang-Undangan:

a. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga: Segala upaya yang ditujukan untuk
memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak
keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan
pengadilan.

b. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban adalah:’® Segala upaya pemenuhan hak dan

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/

nery u11§12)1 JifeAg uelng jo AJISIdATU) DTUIR]S] d)e1S

9 Rahardjo Satjipto, ‘llmu Hukum, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990), h. 74.
19 Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
Korban
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atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainya

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban

dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat: Suatu bentuk pelayanan yang
wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan
untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban
dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak
manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian perlindungan hukum menurut parah ahli, sebagai berikut:

a. Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum pada dasarnya

merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam

bentuk perangkat hukum.**

. Menurut Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum adalah

perlindungan  terhadap  kepentingan seseorang dengan cara
mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka
kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan
adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada

seseorang.?

. Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

neny wisey jrieAg uejng jo A}JIsIaATU() dDTWIR]S] 3)81S

! Spekanto, S, « Pengantar Penelitian Hukum?, (Jakarta: Ul Press, 1984),h. 133.
12 Rahardjo, S. “llmu Hukum”, (PT Citra Aditya Bakti. Bandung: 2014), h. 121
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menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama
manusia.™

d. Menurut Muktie A Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan
dari arti perlindungan. Dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum
saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan
adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang dimiliki oleh
manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

manusia dan lingkungannya.**

2. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan
perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat
kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual,
psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan
kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik.*

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak
hanya terbatas pada, hal-hal berikut:*®
a. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam

keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas

perempuan anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang

berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan,

A%?ue.ﬂng JO AJISIdATU) DTUIR]S] d)e1§
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'3 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia (Magister

Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14

“ Fadjar, M. A. Sang Penggembala: Perjalanan Hidup dan Pemikiran Hukum A. Mukthie

jar.( Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R1. 2008)

> Melanie pita lestari fransiska novita eleanora, zulkifli ismail, ahmad, Hukum

lindungan Anak Dan Perempuan (Malang: Madza Media, 2021), h. 246

16 Bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004.
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pengurasan alat kelamin, perempuan dan praktikpraktik kekejaman

tradisional terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri

dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;

b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam
masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual,
pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-
lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan
pelacuran paksa;

c. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan
negara, di manapun terjadinya.

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-
undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah
tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan
perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang

antara lain menegaskan bahwa:*’

P

nery wigey jrie

7 Joko Sriwidodo, Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta:

erbit kepel Press, 2021), h. 5
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a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebes
dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan
Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.

b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah
tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan
terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus
dihapus.

c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah
perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara
dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau
ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan
derajat dan martabat kemanusiaan.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang
kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana
perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah
terhadap dirinya sendiri. KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa
perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga
membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan
perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk

mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai
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manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana
pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi
suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta,
kelas, agama maupun wilayah.

KDRT merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan
terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional
telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan
perhatian terhadap KDRT. Tindakan untuk memukul perempuan,
misalnya, telah dimasukan di dalam konvensi HAM internasional maupun
regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang
telah meratifikasinya.

Pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah “Setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama Perempuan yang berakibat timbulnya
kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, Seksual, Psikilogis, atau
Penelantaran Rumah Tangga, yang menpunyai ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
Hukum dalam lingkungan rumah tangga” (Pasal 1 ayat 1).

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama,
faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota
keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif

dan perempuan dan anak. Eksploitatif terhadap anggota keluarga yang
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lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar
keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap
anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota
keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.

Selain itu Rocmat Wahab menyimpulkan bahwa KDRT ternyata bukan
sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut terjadi karena
kurangnya  komunikasi,  ketidakharmonisan,  alasan  ekonomi,
ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi
masalah rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman keras
dan narkoba.'®

Bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi banyak faktor.
Faktor diatas bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan salah satu
pemicu KDRT terhadap perempuan yang selama terus meningkat. Namun
demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, bahwa segala bentuk
kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan
berat kemanusiaan. Hal ini apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus
menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian
hari. Khusus untuk anak bermacam-macam sikap orang tua yang salah
atau kurang tepat serta akibat-akibat yang mungkin ditimbulkannya
kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga antara lain:

a. Orang tua yang selalu khawatir dan selalu melindungi

b. Orang tua yang terlalu menuntut

'[gl?
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18 Rochmat Wahab, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Pada Dasarnya Setiap Keluarga

in,” Unisia 61, no. 3 (2012): 247-56.
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c. Orang tua yang terlalu keras.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih
dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang
harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak
berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan
itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain
mengetahuinya.

Dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang
dilarang melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap orang
dalam lingkup suatu Rumah Tangga, bentuk-bentuk Kekerasan terhadap
perempuan Dalam Rumah Tangga menurut Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2004, sebagai berikut :

a. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh
sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti
menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain
sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu
harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan Yyang
dialaminya.®

b. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,

rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

U
nery wisey|

19 Aliya Sandra Dewi dan Fransiska Novita Eleanora, Perlindungan Hukum Bagi

empuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga, ( Malang, Madza Media, 2024), h. 37
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Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi,
mencaci maki/penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan
psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada
perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma

berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.?

. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan

hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak
wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan
orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, yang
meliputi: (@) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap
orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b)
pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau
tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak

terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan.?

. Penelantaran rumah tangga, yang terjadi dalam lingkup rumah

tangganya, yang mana menurut Hukum di wajibkan atasnya untuk

memberikan kehidupan yang layak atas rumah tangga nya sendiri.

4. Faktor- Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam

rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah

N

Py
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20 Oktir Nebi, Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Pasaman Barat: Azka Pustaka,

2 Tyas Aisyah Putri, Dody Hartonto, Ratu Matahari, Aisyiyah Peduli Kekerasan Dalam
ah Tangga, (Yogyakarta, Penerbit K-Media, 2024), h. 8
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diungkap dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribka, juga
oleh Istiadah yang dapat diringkaskan sebagai berikut:**

a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan

istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah
terkonstruk sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur
masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus
melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini
menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap

sewenang-wenang terhadap istrinya.

. Ketergantungan ekonomi. Faktor ketergantungan istri dalam hal

ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan
suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras
dilakukan kepadnya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya
dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan
anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak

sewenang-wenang kepada istrinya.

. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaiakan konflik. Faktor ini

merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah
tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari
ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya
keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri

dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal

nery un%on)] jrie

> Rosma Alimi and Nunung Nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam
ah Tangga Terhadap Perempuan (2021): 23, https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543.
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ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus

diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas

membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya
dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena
merasa frustai tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi
tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang:

a. Belum siap kawin.

b. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang
mencukupi kebutuhan rumah tangga.

c. Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada
orang tua atau mertua.

Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-
mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan
terhadap istrinya dengan memarahinya, memukulnya, membentaknya dan
tindakan lain yang semacamnya. Kesempatan yang kurang bagi
perempuan dalam proses hukum.

Pembicaraan tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam
rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami
istri.

Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum
dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman

dalam keluarga. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP
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membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena

posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam proses

sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan
kekerasan yang ia alami.

Selanjutnya secara garis besar tindak kekerasan terhadap istri terjadi
karena beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Budaya Patriarki, dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dari
kedudukan perempuan dan juga hal tersebut di lihat dari faktor
lingkungan dimana nilai masyarakat yang tetap menghendaki hidup
rukun sehingga perempuan sebagai istri yang selalu disalahkan. Budaya
yang menempatkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan
sebagai makhluk inferior (lemah), serta pemahaman yang salah
terhadap ajaran agama yang menganggap laki-laki berhak menguasai
perempuan, juga menjadi penyebab kekerasan.?® Selain itu, kekerasan
dapat terjadi karena anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka
memukul cenderung meniru perilaku tersebut.

2. Interpretasi Yang Keliru Terhadap Ajaran Agama, sering kali ajaran
agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan
diinterpretasikan sebagai pembolehan untuk mengontrol dan menguasai

istri secara berlebihan atau tidak wajar.

M jiieAg uelng jo AJISIdATU() dTUWR[S] 3}B)§
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# Mutiya Sopariyah and Arin Khairunnisa, “Budaya Partiarki Dan Ketidak Adilan

nder Di Kehidupan Masyarakat,” (2024): 3227-32, https://doi.org/10.55681/sentri.v3i7.3111.
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3. Pengaruh Role Mode, Laki-laki sebagai pelaku sering kali
mengekspresikan kemarahan mereka melalui tindak kekerasan karena
pengalaman yang mereka dapatkan dari keluarga asal. Anak laki-laki
yang tumbuh dalam keluarga di mana ayah sering memukul atau
berperilaku kasar terhadap ibu biasanya cenderung meniru perilaku
tersebut terhadap pasangan mereka.

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang
ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul
konfik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat menganggu proses
tumbuh kembang. Dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan
menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.
Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung
seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan Ilain
sebagainya. Kedua, dampak jangka panjang biasanya berdampak
dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban
mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri,
mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi.

Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah
munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak
tertangani dengan baikdikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan
dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu.

Gangguan emosional dapat dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan

perilaku agresif, kemarahan, kekerasan, perilaku menentang dan
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ketidakpatuhan serta juga timbulnya gangguan emosional dalam diri anak
seperti, rasa takut yang berlebihan, kecemasan, relasi buruk dengan
saudara kandung atau teman bahkan hubungan dengan orangtua serta
mengakibatkan penurunan self esteem pada anak.?* Problem personal anak
juga terganggu dan hal tersebut mempengaruhi kemampuan kognitif dan
sikap. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya prestasi anak di sekolah,
terbatasnya kemampuan korban solving, dan kecenderungan sikap anak

untuk melakukan tindak kekerasan.

. Perlindungan Perempuan Dalam Penegakan Hukum

Perlindungan perempuan dalam penegakan hukum terkait dengan
upaya-upaya pemenuhan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan
hukum, baik dalam hukum perdata maupun pidana. Penegakan hukum itu
sendiri terkait dengan keberadaan aparat penegak hukum. Dalam perkara
pidana misalnya, terkait dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga
pemasyarakatan yang meliputi rangkaian kegiatan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang hingga pelaksanaan
putusan. Terkhusus perlindungan perempuan di pengadilan, meliputi dua
hal pokok yaitu perlindungan dalam proses pemeriksaan di pengadilan
maupun perlindungan dalam pemberian putusan.®®

Perlindungan pada kedua dimensi ini terkait erat dengan sikap atau
tindakan aparat penegak hukum terutama hakim yang memiliki posisi

sentral dan menentukan dalam memberikan pelrindungan terhadap

F
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* Safrudin and Rumainur, “Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Prespektif

afat Hukum,” 1, no. 2 (2022): 1-10, /doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2229.
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perempuan. Sementara wilayah hukum perlindungan menyangkut segala

aspek hukum baik dalam kasus-kasus pidana maupun perdata yang

melibatkan perempuan. Mekanisme perlindungan secara khusus dalam

proses penegakan hukum, dapat dijumpai dalam kasus KDRT. Khusus

dalam kasus KDRT, perlindungan terhadap perempuan korban KDRT

dalam proses penegakan hukum, diatur dalam Pasal 13 UU PKDRT

sebagai berikut:

a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian

b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing
rohani

c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama
program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh
korban; dan

d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, dan teman korban.
Pasal 13 UU PKDRT Dari uraian pasal di atas tampak bahwa

perlindungan terhadap korban KDRT meliputi pemberian fasilitas khusus

berupa ruang pelayanan khusus di kepolisian dan penyediaan tenaga-

tenaga khusus yang kompeten di bidangnya untuk meringankan beban

korban serta mekanisme pelayanan yang mudah diakses dan jaminan

keamanan bagi korban dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian

kasusnya.”®
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gratif, (Samata: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020), h. 149
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga (PKDRT) UU PKDRT mengatur tentang -
Pencegahan - Perlindungan terhadap korban - Penindakan terhadap pelaku
KDRT dengan tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Jadi
tidak benar anggapan yang menilai bahwa kehadiran UU PKDRT telah
melapangkan jalan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai sehingga UU
PKDRT dinilai berpotensi mengahncurkan kehidupan rumah tangga.’

Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga (PKDRT): “Setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah
tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah
tangga.”

Pasal 3: PKDRT dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Penghormatan dan HAM
b. Keadilan dan kesetaraan gender

c. Non diskriminasi

o

. Perlindungan korban
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Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah
tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

a. Kekerasan fisik,

b. Kekerasan psikis,

c. Kekerasan seksual atau

d. Penelantaran rumah tangga
Pasal ini menjelaskan macam-macam bentuk KDRT yang tidak hanya

dalam bentuk kekerasan fisik saja tetapi juga ada dalam bentuk

penelantaran yang kemudian dijelaskan dalam pasala berikutnya:

Pasal 6: kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a
adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, katuh sakit, atau luka
berat.

Pasal 10: yang mana menyebutkan korban berhak mendapatkan
perlindungan hukum:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokad, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasian korban;

4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap
tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

5. Pelayanan bimbingan rohani
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Pasal 44: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling
banyak15.000.000 rupiah.

Pasal 45 UU PKDRT:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00
(tiga juta rupiah). (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

UPT PPA Pekanbaru

1. Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT

PPA) Kota Pekanbaru.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kmenterian Dalam Negeri, Akmal
Malik menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak
semakin meningkat, hal ini diperlukan adanya layananan penanganan

dalam melindungi perempuan dan anak korban dari kekerasan.
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Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang
pembentukan UPTD PPA, yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan
klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, perlu adanya
perhatian dari masyarakat supaya kekerasan pada perempuan dan anak
bisa ditangani dengan membentuknya UPTD PPA diseluruh wilayah
Indonesia.”®

UPTD PPA merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi
perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Untuk menangani kasus
perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan di Kota Pekanbaru telah
dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
yang disingkat menjadi UPT-PPA berdasarkan Peraturan Walikota Kota
Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA). Peran UPT-PPA
Kota Pekanbaru meliputi:
a. Melaksanakan kegiatan koordinasi, fasilitasi, mediasi untuk penanganan

tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
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?® Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA.

al 1 Ayat (1)
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b. Menyediakan atau memfasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial dan
rehabilitasi medis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan
dan korban tindak pidana perdagangan orang.

c. Kerja sama dan kemitraan dengan instansi/lembaga pemerintah, dunia
usaha/pihak swasta dan masyarakat dalam rangka memberikan
pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak.*
Pengorganisasian UPT PPA disesuaikan dengan kebutuhan dan

kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan di bentuk berdasarkan hasil

rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi/lembaga
masyarakat termasuk dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme
kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi UPT

PPA. Beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari

penggung Jawab sampai anggotanya.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola,
dan tenaga profesi yang terlibat di UPT PPA adalah individu-individu
yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu memberikan perhatian
penuh terhadap perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta
perlindungan anak.

Dalam struktur organisasi di UPT PPA terdiri dari Kepala UPT, Kepala
Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional

dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) poin d

nerny wisey JjrreAg uejng jo A}JISIaATU() dDTUIR]S] 3}e1S

# Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019, , op. cit , Pasal 4
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meliputi : Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Konselor, Advokat, dan
Mediator
2. Tugas Pokok dan Fungsi UPT-PPA

a. Tugas UPT-PPA
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UPT-PPA membantu sebagian tugas dari dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perempuan dan anak
untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung
berhubungan dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban
kekerasan dan diskriminasi serta anak yang berkonflik dengan hukum.
Tugas-tugas UPT-PPA di kota pekanbaru sebagai berikut:

1) Memberikan layanan hotline service.

2) Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak
korban kekerasan serta upaya pencegahannya.

3) Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja
bersama instansi terkait.

4) Memberikan layanan konsultasi psikologi.

5) Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan dinas sosial
dan badan pemberdayaan perempuan, masyarakat, dan keluarga

berencana.

. Fungsi UPT-PPA

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019
Pembentukan UPT-PPA Kota Pekanbaru dibentuk dibawah koordinasi

Dinas Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak dan
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Pemberdayaan Masyarakat memberikan layanan kepada perempuan dan

anak yang menjadi korban tindak kekerasan yaitu:

1) Pengaduan Masyarakat.

2) Penjangkauan Korban.

3) Pengelolaan Kasus.

4) Penampungan Sementara.

5) Mediasi dan,

6) Pendampingan Korban.

Penelitian Terdahulu
1. Diah Rahmi Fantari, (2019) - Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pemukulan Suami Terhadap Istri
Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 UU No 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
Persamaan judul peneliti dan penelitian terdahulu sama-sama membahas
tentang KDRT. Perbedaan judul peneliti dan penelitian terdahulu yaitu
peneliti terdahulu membahas bagaimana pemukulan suami terhadap istri
menurut pasal 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bagaimana pemukulan suami terhadap
istri menurut Hukum Islam sedangkan peneliti membahas Perlindungan
Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (

UPT PPA) Kota Pekanbaru.
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. Ibnu Muhammad, (2021) — Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau,

Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikota Pekanbaru
2017. Persamaan judul peneliti dan peneliti terdahulu sama-sama
membahas tentang KDRT. Perbedaan judul peneliti dan peneliti terdahulu
yaitu peneliti terdahulu membahas bentuk-bentuk penelantaraan istri
dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan latar belakang
terjadinya pelentaraan istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-
Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga sedangkan peneliti membahas Perlindungan Hukum
Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak ( UPT

PPA) Kota Pekanbaru.

. Luthfia Kusumastuti, (2021) — Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan

Agung Semarang, Implementasi Penegakan Hukum Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kabupaten Kendal. Persamaan judul
peneliti dan peneliti terdahulu sama-sama membahas tentang KDRT.
Perbedaan judul peneliti dan peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu
membahas pelaksanaan penegakan hukum kekerasan rumah tangga
terhadap istri di wilayah polres kendal dan untuk mengetahui hambatan
yang dihadapi serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan mengatasi
hambatan tersebut sedangkan peneliti membahas Perlindungan Hukum

Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
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Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak ( UPT
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

q\/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
L:;l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Hluf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
lh_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORSOER XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah aktivitas yang bersifat ilmiah yang didasarkan
pada naluri dan atau kerangka berfikir yuridis mengenai suatu fakta atau
realitas hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum di masyarakat,
sosiologi hukum, politik hukum bahkan hukum progressif sekalipun. Aktifitas
tersebut merupakan serangkaian tahapan yang untuk melihat gejala hukum
yang muncul di masyarakat, fakta hukum yang berlawanan dengan instrument
hukum, norma hukum dan norma non hukum lainnya.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis
yang membutuhkan Populasi dan Sampel karna jenis penelitian ini
menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di
dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang
di masyarakat serta para partai. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan
yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah data dan
informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan
deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih
mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian

memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.*

(

nery wirgeyy

%0 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, Metodologi Riset Hukum,

rakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 43
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Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan
sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang
menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika
sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Jika dilihat dari metode yang digunakan adalah observasional research
dengan melihat langsung ke lapangan yang biasa disebut pendekatan
penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat deskritif, yang
bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami dalam
subjek peneliti dalam bentuk konteks khusus seperti wawancara mendalam,
pengamatan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian
lapangan (field research) yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke
lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang di kumpulkan dalam
riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal yang sesuai
dengan permasalahan yang dibahas.*:

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada Unit Pelaksana Teknis
Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT-PPA) yang beralamat di JI. Durian
NO. 74 Sukajadi, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, dengan tujuan untuk
meneliti bagaimana Peran UPT-PPA dalam memberikan perlindungan hukum
dalam menangani kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi

dikota Pekanbaru.

oo
nery wrseyy jrie

31 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University press,2020) h.
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[ﬂ: Populasi dan Sampel
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Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit
penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang
dijadikan sebagai objek penelitian, populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di
tarik kesimpulannya. terdiri dari semua unsur, atau satuan dasar, atau
satuan penelitian, atau satuan analisis dengan ciri-ciri tertentu yang
dijadikan objek penelitian.

. Sampel

Sampel adalah sebagain anggota populasi yang diambil dengan
menggunakan teknik pengambilan sampling. Di sini sampel harus benar-
benar bisa mencerminkan keadaan populasi, artinya kesimpulan hasil
penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas

populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel

berikut ini.
Tabel 111.1
Populasi dan Sampel
No Responden Populasi | Sampel | Presentase
1 | Kepala dan Konseler Hukum 2 2 100%
UPT PPA Kota Pekanbaru
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2 | Korban Kekerasan Fisik Dalam 10 5 50%

Rumah Tangga 2024

Sumber: UPT-PPA Kota Pekanbaru 2025

Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik

melalui observasi maupun wawancara yang kemudian diolah oleh penulis.
Data primer diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara
ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).
JI. Durian NO. 74 Sukajadi, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan
serta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian diperoleh
dari studi kepustakaan dengan bahan penelitian yang meliputi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang benar dan relevan maka perlu menggunakan

metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti

gunakan adalah :

1. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya
jawab langsung kepada informan. Dalam penelitian ini tanya jawab di

lakukan dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
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(UPT PPA). Di JI. Durian NO. 74 Sukajadi, Kec. Sukajadi Kota
Pekanbaru, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap
perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui
apa saja hambatan yang dihadapi unit pelaksanaan teknis pemberdayaan
perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan terhadap
perempuan korban kdrt.
2. Studi Pustaka Kajian pustaka memuat hasil kajian teori/konsep, temuan
ilmiah dan inovasi metode yang sudah dicapai sebelumnya.*
Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode
analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis
maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif penelitian yang digunakan
untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau sedang
berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi

sebagaimana mestinya pada saaat penelitian dilakukan.

nerny wisey JjrreAg uejng jo A}JISIaATU() dDTUIR]S] 3}e1S

%2 Hartono, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga di UPT PPA Kota Pekanbaru, meskipun secara
formal lembaga ini merupakan garda terdepan dalam menangani kasus
KDRT, namun dalam praktiknya, perlindungan yang diberikan belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004. Layanan pendampingan hukum, bantuan psikologis, medis,
serta rumah aman yang masih belum terselenggara secara menyeluruh dan
terstruktur. Situasi ini mencerminkan belum optimalnya peran UPT PPA
sebagai lembaga pelaksana perlindungan korban KDRT, yang berdampak
pada rendahnya tingkat kepercayaan dan rasa aman korban terhadap
institusi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, serta penguatan
kerja sama antar lembaga guna memastikan pelaksanaan perlindungan
hukum berjalan secara maksimal sesuai dengan amanat peraturan
perundang-undangan.

Hambatan yang dihadapi UPT PPA Kota Pekanbaru, hambatan yang
paling menonjol adalah kurangnya jumlah tenaga profesional seperti
konselor, psikolog, dan pendamping hukum. Selain itu, fasilitas yang

dimiliki seperti ruang layanan, dan transportasi juga belum memadai.
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Masalah anggaran menjadi kendala besar karena dana yang tersedia
belum cukup untuk mendukung seluruh Kkegiatan pelayanan dan
penanganan korban secara maksimal. Di sisi lain, hambatan juga datang
dari pihak korban sendiri. Banyak korban merasa takut melapor karena
tekanan dari keluarga, ketergantungan ekonomi pada pelaku, atau karena
pengaruh budaya yang menganggap KDRT sebagai masalah rumah

tangga yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum.

Saran

1. Unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak di kota

Pekanbaru harus meningkatkan upaya sosialisasi dan penyebarluasan
pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPT PPA
perlu terus meningkatkan kapasitas staf melalui pelatihan yang berfokus
pada penanganan kasus KDRT dan perspektif gender. Selain itu,
memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga, seperti kepolisian,
rumah sakit, dan Dinas Sosial, akan memastikan adanya koordinasi yang
lebih baik dalam memberikan dukungan kepada korban secara
komprehensif, mulai dari aspek hukum hingga pemulihan psikologis.

Kepada masyarakat apabila terjadi tindakan kekerasan terhadap
perempuan maka tidak perlu takut untuk melaporkan pelaku kepada pihak
berwajib. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk melindungi

perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.
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